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ABSTRAK

Aspek administrasi negara berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh
pemerintah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata melalui gugatan citizen law suit.
Kelemahan gugatan citizen law suit adalah kekosongan hukum dalam sistem hukum
Indonesia. Kekosongan hukum ini berpengaruh terhadap mekanisme proses
beracara terutama notifikasi pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor
99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan gugatan
citizen law suit di Indonesia dan kaitannya dengan tafsiran perbuatan melawan
hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif yang bersandarkan pada pendekatan konseptual dan pendekatan
kasus. Pengumpulan data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Kemudian keseluruhan
data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan spesifikasi yang
bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan eksekusi putusan dan perbedaan
gugatan citizen law suit dilihat dari para pihak, objek sengketa, dan mekanisme di
Indonesia. Pengaturan utama gugatan citizen law suit dalam sengketa lingkungan
hidup bersandarkan pada KMA Nomor 36/KMA/SK/11/2013. Sedangkan perbuatan
melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
99/Pdt.G/2019/PN Bpp menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu pengaturan
umum mengenai perbuatan melawan hukum sehingga pertanggungjawaban dapat
dimintakan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian karena perbuatannya
atau kelalaian yang dilakukan. Maka dari itu, lembaga legislatif dan lembaga
pemerintahan lainnya diharapkan bekerja sama untuk menangani pencemaran
lingkungan dan membentuk payung hukum gugatan citizen law suit.

Kata Kunci: Citizen Law Suit, Perbuatan Melawan Hukum, Lingkungan Hidup



ABSTRACT

The state administration relates to unlawful acts by the government based on
Article 1365 of the Civil Code through a citizen law suit. The weakness of the citizen
law suit is the legal vacuum in the Indonesian legal system. This legal vacuum
affects the mechanism of the legal process, especially the notifications in
Balikpapan District Court Decision Number 99/Pdt.G/2019/PN Bpp. The purpose
of this research is to find out the regulation of citizen law suit in Indonesia and it is
relation to the interpretation to tort according to Article 1365 of the Civil Code.
This research uses a normative juridical method based on conceptual approaches
and case approaches. Data collection is based on secondary data consisting of
primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Then
the whole data in this research is carried out qualitatively with descriptive
specification. The results show the execution of the decision and the differences in
citizen law suit seen from the parties, the dispute object, and the mechanism in
Indonesia. The main regulations of citizen law suit in environmental disputes are
based on KMA Number 36/KMA/SK/I1/2013. Meanwhile, the tort in Balikpapan
District Court Decision Number 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, which is a general
regulation on tory so that liability can be sought from people who losses due to
their actions or negligence. Therefore, the legislative and other government
institutions are expected to work together to deal with environmental pollution and
form the legal umbrella for citizen law suit.

Keywords: Citizen Law Suit, Unlawful Act, Environment
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